BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kendaraan Bermotor
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk
transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan
mesin pembakaran dalam (perkakas atau alatuntuk menggerakkan
atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh

tenaga manusia atau mI BeL ArMunakan bahan bakar

mihinyakeatadgtenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan
W"' School of Law

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan peralatan
teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga
gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata
kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada

tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian

24 http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan-bermotor/diakses-16-September-2020
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kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan

yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.®

B. Tindak Pidana Pencurian : Pengertian dan Unsur-unsur Tindak
Pidana Pencurian
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian
Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam
pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud

untuk menguasai biBrE)LﬁcMelawan hak, maka ia

dihukumkarena kesalahannya melakukan pencurian dengan
hukuman__penjara %a@ﬂ@@l Iir@ﬁahL'nadw denda
setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui,
bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan
secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan
hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan
“mengambil”.

Menerjemahkan perkataan “zich toeeigenen” dengan
“menguasai”’, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya

pembaca akan dapat memahami, bahwa “zich toeeigenen” itu

% penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
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mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian
“‘memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di
dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar
bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam
pengertian “zich toeeigenen” seperti yang dimaksudkan di dalam
pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas.?®
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi

dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit

dan pengertian unsuILBrEaA[iMMisalnya unsur-unsur

tindakpidana, dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana
pencurian_biasa, ya§ Qh Qs@ an@f alpaaie\t/% pasal
362" KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas
terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu
unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 365 KUHP.

Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang
terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur
obyektif dan unsur-unsur subyektif.

a. Yang disebut unsur obyektif ialah:

1) Perbuatan manusia

%% Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2002, him. 29
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Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam
perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur
lahir atau unsur objektif. Namun demikian adakalanya sifat
melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur
objektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada
batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur
objektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang
berbentuk kelakuan.?’

Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak

penting artinya. Dari rentetan akibat yang timbul dari

kelakuan tidIB1 yaAnM inti tindak pidana,

ﬂ yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah

Wi untugngu}/nl@agljelaga]f telrse@n\./%isalnya

T elakuan dalam tindak pidana “pencurian” yang diatur

dalam pasal 362 KUHP, dirumuskan dengan istilah
“mengambil barang” yang merupakan inti dari delik
tersebut. Adapun akibat dari kelakuan; yang kecurian
menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat
belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak

pidana pencurian.?®

" |bid., him. 30

28 Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika.Internet, 2008,

him. 39
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2)

3)

Delik materiil.

Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak
pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat
yang dilarang. Apabila kita jumpai delik yang hanya
dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan
bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, kita
harus menggunakan ajaran “hubungan kausal’, untuk
manggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang

menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang

DenglntIu- tA M diketahui perbuatan

materiil dari tindak pidana yang me;rﬁ/ebabkan timbulnya
akibat yanngQ‘r O'Qn Q Lmaysé yang

menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat

itu.

ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan
dengan akibat yang dilarang tersebut.
Delik formiil.

Delik formil ialah delik yang dianggap telah
terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang
dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin
diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan
dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang
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dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas,
berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas
adalah perbuatannya. %
b. Yang disebut unsur subyektif ialah:
1) Dilakukan dengan kesalahan

Delik yang mengandung unsur memberatkan
pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan
yang memberatkan seperti yang tertera pada pasal 365
ayat 1, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini
dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera

dalam pasalI%BLE ﬁMyi;

“Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan

_iﬁnmg diterggg;‘nma@n@aLal Qf BGLT@nWS dapat

vdijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 345 no

1-4”.
2) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
Menurut pengertian Simons tentang adanya
unsur-unsur pada tindak pidana apabila: Perbuatan
manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum,
dilakukan, dengan kesalahan, oleh orang yang mampu

bertanggung jawab.*

29 Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Op. Cit., him. 53
** bid. him. 54
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Pengertian kemampuan bertanggung jawab,
banyak yang telah mengemukakan pendapat antara lain:

Simon®  berpendapat bahwa: Kemampuan
bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu
keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan
sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut
umum maupun dari orangnya.

Selain itu, Simon juga mengatakan bahwa
seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya
sehat, yaitu apabila:

a) la mam;IJBJI-meAMau menyadari bahwa

rbuatannya bertentangan dengan hukum.
ﬂ dapaSthl@rQ he@fnyjrg@LMi\/ dengan
T kesadaran tersebut. 2
KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang
mampu bertanggung jawab. Di dalam buku | bab Il
pasal 44 berbunyi:
“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya
cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena

penyakit tidak dapat dipidana” *

%! Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Op. Cit., him. 47
*2 pid., him. 48
* Pasal 44 KUHP
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Dari pasal 44 KUHP tersebut maka dapat kita simpulkan
bahwa ada 2 hal yang menjadi penentuan keadaan jiwa
si pembuat yaitu:

a) Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat.
Pemeriksaan keadaan pribadi si pembuat yang
berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat
pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit,
yang dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa.

b) Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan
Jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Adapun yang

meneta;IkB ld-anAMan kausal antara

adaag Bng demikian |tu dengan perbuatan

=g Qm! of Law

Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa
sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan
tidak dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat
adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan
jiwa digambarkan apa adanya oleh psikiater, dan
normative karena hakimlah yang menilai, bardasarkan

hasil pemeriksaan, sehingga dapat menyimpulkan
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mampu dan tidak mampunya tersangka untuk
bertanggung jawab atas perbuatannya.®*

Maka kesimpulannya meskipun orang telah
melakukan tindak pidana, tetapi menurut bunyi buku ke
I KUHP tersebut masih harus ditentukan bahwa
perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana.
Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat
dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat
diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam hal
apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh

ikhwal pa(fB IilaAaM meskipun ia sudah

melanggar larangan suatu aturan_hukum pengenaan
pidana dayg g:thaQJpaQaﬁeanQrWJ diatur
dalam pasal; Pasal 44, pasal 45, pasal 48, pasal 49 ayat
1 dan 2, pasal 50, pasal 51 KUHP.*

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP
khususnya dalam buku Il adalah mengandung maksud agar
diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang
dilarang. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan
unsur-unsur atau syarat yang terdapat dalam rumusan tindak

pidana itu, misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP.

3 Lamintang P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru. 2004,
him. 29
*Ipid., him. 31
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Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 362
KUHP yang berbunyi;
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak
enam puluh rupiah”,
Unsur-unsurnya pasal 362 KUHP sebagai berikut:
a. Barang siapa,

b. Mengambil barang sesuatu,

c. Barang kepunyaarIcBJ EA M

Msud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Wtahui gn@aba@l@é IQ)JE itL—t@dMVAf unsur

seMt diatas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-

tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas

suatu perbuatan. *

1. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang”
subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk
memiliki atau diperjual belikan.

3. Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah

menjadi hak orang lain.

% Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, Jakarta:
PT. Sofmedia. 2012, him. 64
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4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil
dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.

Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan

unsurunsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan

kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam

menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak

pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak

pidana tersebut. ¥’

Misalnya:

“Seorang pencuri tidak segera menjual hasil curian, tetapi menunggu

waktu dengan hasrat meIdB In-tuA M

Rumusan.tersebut memenuhi unsur penadahan seperti yang
diatur_dalam_Pasal 480%@9}:1]3@@!3@@ Ejallﬁkg vk\éjahatan
sebagal pencuri maka ia tetap malanggar Pasal 362 KUHP bukan
sebagai penadah.

Pompe dengan tegas berpendapat;

“Seorang pencuri yang tidak segera menjual hasil curiannya dengan
hasrat mendapat untung, maka perbuatan tersebut tidak dapat
dikatakan penadah, sebab perbuatan itu tidak dapat dimasukkan
kualifikasi penadah”.®®

Sehingga didalam pemberian pidana yang diperbuat

pidananya haruslah dengan melihat beberapa hal yang dapat

37

Bemmelen, J.M Van, Hukum Pidana | Hukum Pidana Materiil Bagian Umum,
Bandung: Bina Cipta, 2007, him. 28
* Ipid., him. 29
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dijadikan pertimbangan penjatuhan pidananya yang mana dimulai dari
pembuktian, sistem pembuktian, jenis pidana dan tujuan pemidanaan
serta kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.

Kesemuannya yang diuraikan di atas saling terkait dan
merupakan suatu sistem dalam proses untuk tercapainya rasa
keadilan dan kepastian hukum, di dalam wilayah Hukum Negara
Indonesia. Dapat diterapkannya pemberatan pidana sebagaimana
yang telah ditentukan di dalam KUHP, maka diperlukan hal-hal

tersebut di atas guna menentukan pasal-pasal mana yang seharusnya

IBLAM

C. Pelaku Tindak Pidana
Banyak pendapgngn@rg er ya(ggﬁlislbuapMA&u. Van

Hamel " “memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana

diterapkan.*®

dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa :

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya
atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yangt
terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang
dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Sedangkan Professor Simons memberikan definisi mengenai

apa yang disebut dengan pelaku atau daader sebagai berikut.

% Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2002, him. 47

28



“Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana
yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan
atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-
undangtelah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh
undang-undang atau telah melakukan tuindakan yang terlarang atau
mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau
dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenui semua unsur-
unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-
undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-

unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan

tindak pidana tersebut IirBl EriAnMndiri ataukah timbul

karena.digerakan.oleh pihak ketiga”.*°

Pengertian men@ngi: QQ Qalku QJ: diLm@sMaV dalam
pasal 55 KUHP yang rumusanya sebagai berikut.
(1) dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;

ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yangb
turut melakukan perbuatan itu.

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah
memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan
ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar
atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya

perbuatan itu dilakukan.

0 Bassar, M. Sudradjat, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab UndangUndang
Hukum Pidana, Op. Cit., him. 53
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(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh
dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang
sengaja dubujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.**

Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang
melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak
pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam
tindak pidana tersebut.sedangkan yang dimaksud dengan orang yang
menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini
pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan
yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang

melakukan tindak pidiBiainﬁjMﬁia yang menyuruh

melakukantindak, pidana tersebut. Namun demikian tidak semua
orang yang disuruh dapaailg;taagp@la, QsﬁnyL—e%Wla yang
disuruhmmembunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak
dapat dipertanggung jawabkanm perbuatan tersebut, dalam kasus
seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh
melakukan. Begitunpula terhadap orang yang melakukan tindak
pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak
pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan

pidana.*?

*Ibid., him. 54

42 Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju
Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Bandung: Tarsito.
2000, him. 46
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Dalam pasal 55 KUHP diatas orang yang turut melakukan
tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini
diartikan sebagi melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini
minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang
turut melakukan.

dalam pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang
dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau
martabat, memakai paksaan dan sebagainyadengan sengaja
menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukan lah hanya dia

yeng lekukan perbuatanlyBaIinAIMbuatanya memenuhu

rumusan delik dalam Undan undang tetaplfuga mereka yang
menyuruh melakukan, y grr nQaQJ an lﬂg@a}@/dengan
bujuk “rayu, perjajnjian dan sebagainya menyuruh melakukan

perbuatan pidana.*?

Pemberatan Dalam Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang
berbunyi:
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara

*3 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Op. Cit., him. 49
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paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan

ratus rupiah.**

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP

yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1.

2.

pencurian ternak;

pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa
bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan
atau bahaya perang;

pencurian di waktu rlaBﬁrrALMﬁah atau pekarangan

tertutupyang.ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada
di_situ tidak diketahuﬁa@ti@l@l@lnd@iﬁeh'—ﬁ@ yevhak;
pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu;

pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,
atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan

salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan tahun.

4 Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju
Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Op. Cit., him. 62
** Ipid., him. 63
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Pasal 364 KUHP kemudian menegaskan bahwa:
“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4,
begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5,
apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih
dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan
pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling
banyak dua ratus lima puluh rupiah *“.

Maka, perbuatan pencurian tersebut dilakukan di malam hari
yang mana dapat diasumsikan korban sedang lengah (keadaan

tertidur), sehingga perbIaBtIfWMperbuatan pencurian

denganpemberatan dengan ancaman hukumartpaling lama 7 tahun

atau 9 tahun jika dibareni Q{J;Jr Qa@i pr boILm@rM\v. 46

E. Pengertian Pemidanaan
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana”
pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan”
diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana
materiil dan hukum pidana formil.

1. J.M. Van Bemmelen*’

4 Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Op. Cit., him. 46
*" Bemmelen, J.M Van, Hukum Pidana | Hukum Pidana Materiil Bagian Umum, Op. Cit.,
him. 58
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J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut
sebagai berikut:

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang
disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan
terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap
perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana
acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib
yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.*®

2. P.A.F. Lamintang®
P.A.F. Lamintang memberikan pengertian sebagai

= [BLAM

Tindak.Ridana Materiil adalah tindak |dana ang dianggap telah
selesal dengan dltlmallg;h Q(@t ya@ ﬁarLﬂgaav\élancam
dengan hukuman oleh undang-undang. Tindak Pidana Formil
adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan
hukuman oleh undang-undang.
3. Adami Chazawi,*

Adami Chazawi memberikan pengertian dari tindak pidana
materiil dan tindak pidana formil, yaitu sebagai berikut:
Tindak Pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya
dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).

Tindak pidana ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak

** Ibid., him. 59
49 Lamintang P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Op. Cit., him. 57
* Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Op. Cit., him 19



dikehendaki (dilarang) tersebut benar-benar terjadi. Tindak
Pidana Formil adalah merupakan tindak pidana yang
perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang.
tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya
perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan tindak pidana
tersebut (tanpa melihat akibatnya).
4. Andi Hamzah®

Andi Hamzah menjelaskan hukum pidana materiil dan
hukum pidana formil sebagai berikut:
Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang

menentukan pelangiaB)EmAerMan Syarat-syarat bagi

pelanggatpidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang
dapat__dihukum dg QJ;]&IO r@rjeta@;f Lﬁl@nw ataas
pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan
aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum
pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang
tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum
pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan
hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.
Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana
materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam

sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum

*! Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, Op. Cit.,
him. 27
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yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum
pidana materiil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang
penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena
pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif
bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.
Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana
dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku

kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan

IBLAM

F.wAsasKeadilan,» Kepastian Hukum, dan Asas Kemanfaatan

Sebagal Perfimbangan ﬁl@]h O O | O-F |—a W

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah

kejahatan serupa.*

hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan
hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan
pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan
kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam
menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya
nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau

kegunaan bagi semua pihak.>?

°2 pid., him. 28
*% Sudikno Mertokususmo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Op. Cit., him.160
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Hubungan Antara Keadilan, kepastian Hukum, dan
Kemanfaatan Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat
memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun
di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan
hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak
dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara
sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang
dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi
masyarakat.>*

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh

Syafruddin kalo mengatIkBﬂawAﬂMksanaan penegakan

hukumskeadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik
dengan_keadilan, huku l@@l@ legﬁgilﬁ@ew orang,
bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum
tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan
bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi
seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.*®

Berdasarkan anggapan tersebut di atas maka hukum tidak
dapat kita tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus
berisikan berbagai nilai, misalnya kita tidak dapat menilai sahnya
suatu hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya,

tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang lain.

>4 Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum, Op. Cit, him. 5
** Ibid., him. 7
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Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana  dikutip oleh
Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, seandainya kita lebih cenderung
berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya,
maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan
kegunaan.

Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu
sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan
dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai
kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang
kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser

nilai kepastian hukum rIanIn-ilaﬁlearena yang penting

bagihilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut
bermanfaat atau berguné@@@r@al. O-F LaW
Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai
keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian
dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada
kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena
sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai
kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat
membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat
mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi,

seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.®

*5 |bid., him. 8 dan 9.
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